
BUPATISERUYAN 
PROVINSI KALIMANT AN TENGAH 

PERATURAN BUPATI SERUYAN 
NOMOR Y TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 
TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERUYAN, 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi tu gas pokok, f ungsi 
dan uraian tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten 
Seruyan maka perlu menyesuaikan nomenklatur 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Seruyan guna mempermudah pelayanan dan jalur 
koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah. 
di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan; 

b. bahwa karena adanya perubahan dan penambahan 
nomenklatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Seruyan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 
tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten 
Seruyan. 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Ka bu paten Lamandau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di 
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6091); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67); 
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11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2016 
tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten 
Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 
Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 
Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah 
Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan 
Tahun 2018 Nomor 12); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBABAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TABUN 2016 
TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAB 
KABUPATEN SERUYAN. 

Pasall 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 
tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan 
(Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 34) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 
12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat 
Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten 
Seruyan Tahun 2018 Nomor 12), diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Nomenklatur 
Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Seruyan sebagaimana yang tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. 

Diundangkan di Kuala Pembuang 
pad a tanggal ll) ,t~O-U'.:\\Ji 2019 

SEKRETARIS DAERAH 

Ditetapkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal l~ <r~OC'\,'C\c-1' 2019 

BUPATI SERUYAN, 

YULHAIDIR 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR ... ~ ..... 

TELAH OIPERIKSA : C 
TELA+i DIPERIKSA : PARAF 

WAKIL BUPAT1 KABAG ~~ 

SJ::KOA KASUBBAG 4 i- t 
ASISTEN KONSE,?TOR \) 
l<ABAG 



LAMPIRA1f 
PBRAT1JRAN BUPATI SERUYAN 
NOMOR '1"° TAIIUN 2019 
TANGGAL \~ fq,~ 2019 
TBNTANG PBRUBAIIAN KBDUA ATAS PBRATURAII BUPATI 
NOMOR 34 TABUN 2016 TBNTANG NOMENKLATUR 
PERANGKAT DABRAB KABUPATBN SBRUYAN 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN SERUYAN 

II KEPALA DINAS 

H SDCRETARIAT 
II 

ICELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
I I 

SU8 BAGIAN UMUM I SU8BAGIAN 
SUB BAGIAN PERENCANMN 

ICEUANGAN 

I I 

- BIDANG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN ...... BIDANG PENINGKATAN ICUAUTAS HIDUP, BIDANG PENGENDAUAN PENOUDUK DAN - BIDANG KETAHANAN, KESEJAHTERAAN ICELUARGA, 
PEREMPUAN PERUNOUNGAN HAK DAN TIJMBUH KEMBANG ANAr. - KELUARGA BERENCANA PENYULUHAN DAN PENGGERAr.AN MASYARAKAT 

SElCSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
SEICSI PENINGKATAN KUAUTAS HIDUP DAN 

SEICSI PENGENDALIAN, 
SEICSI PEMBERDAYAAN ICELUARGA 

PENGUATAN KELEMBAGAAN LAYANAN 
TUMBUH ICEMBANG ANAr. 

PENDISTRIBUSIAN ALAT KONTRASEPSI 
SEJAHTERA 

PEREMPUAN DAN JAMINAN PELAYANAH IC8 

SEICSI PEMAOUAN.s!NlCltONISASI 

SEICSI PENGARUSUTAMAN GENDER 
SEICSI PERUNDUNGAN DAN PEMENUHAN PENGENDAUAN KEIIIIAICAN PfHDUDUIC, SEICSI BINA KETAHANAN KELUARGA 

HAr.ANAr. PEMETAAN DAN PERXIRAAH 
PENGENDAUAN PENDUDUK 

SEICSI DATA TERPILAH GENDER DAN SEICSI PARTISIPASI, BUDAYA DAN SEICSI DATA INFDRMASI, PEMBINMN SEICSI PENYULUHAN, ADVDKASI DAN 
PARTISIPASI MASYARAKAT KREATimAS ANAIC DAN PENINGKATAN KESERTAAN KB PENDAYAGUNAAN PLICB 

I UNIT PELAr.SANA TEKNIS BADAN (UPTBJ 

r t 



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAHI 

STRUKTUR ORGANISASI 
INSPEKTORAT KABUPATEN SERUYAN 

INSPEKTUR 

I 

SUB BAGIAN PERENCANAAN, 
ANAUSIS DAN EVALUASI 

I 

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAHII 

JABATAN FUNGSIONAL 
I AUUIIUft UHR r,uru I 

SEKRETARIAT 

I 

SUB BAGIAN ADMINISTRASI 
DAN KEUANGAN 

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH Ill 



l<ELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

BIDANG 
PRASARANA PERIKANAN 

I 

SEKSI SEKSI PENINGKATAN 
PENINGKATAN DAN DAN 
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN 

PRASARANA PRASARANA NON 

PERU<ANAN BUOIDAYA PERIKANAN 
BUOIDAYA 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN 
KABUPATEN SERUYAN 

II 
KEPALA DINAS 

I SEKRETARIAT 

I 

I 

SUB. BAGIAN SUB.BAGIAN PERENCANAAN DAN UMUM 
KEUANGAN 

I I 

BIDANG BIDANG 

PRODUKSI PERIKANAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN 
TEKNOLOGI PERIKANAN 

I I 
I I I 

SEKSI SEKSI 
SEKSI SEKSI PENDATAAN, PEMETAAN, KAJIAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN 

EKSTENSIRKASI EKSTENSIRKASI PRODUKSI PERIKANAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI SOM DAN KELEMBAGAAN 
PRODUKSI DAN PENGAYAAN STOK IKAN PERAIRAN PERIKANAN PERIKANAN 
PERIKANAN UMUM OAAATAN 

I UPTD I 
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN 

KABUPATEN SERUYAN 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 
I 

KELOMPOK 
JABATAN I 

FUNGSIONAL r I 

I 11 I I I sue BAG. UMUM SUB.BAGIAN 
PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

I I 
BIDANG LALU LINTAS BIDANG PRASARANA 
DAN KESELAMATAN DAN ANGKUTAN 

I l 
I I I I I I 

SEKSI MANAJEMEN SEKSI 
DAN REKAYASA LALU 

SEKSIKESEMALATAN PENGELOLAAN 
SEKSIPRASARANA SEKSIPENGEMBANGAN SEKSI ANGKUTAN 

LINTAS 
PERPAKIRAN 

TRANSPORTASI DAN PEMADUAN MODA 

UPTD 

f2t " 
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 
KABUPATEN SERUYAN 

I KEPALA DINAS I 
I I 

SEICRfTARSAT 
I I 

IICELOMPOIC JABATAN RlNGSIONAL I 
I I 

I SUB BAGIAN UMUM I I 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

I KEUANGAN PERENCANAAN 

I I I 

BIDANG KETERSEDtMN DAN DISTRIBUSI BIDANG KONSUMSI DAN ICEAMANAN BIDANG PRASARANA, BIDANG TANAMAN PANGAN 
BIDANG PERKEBUNAN PANGAN PANGAN SARANA DAN PENYULUHAN DAN HORTIKULTURA 

I I I I I 

SEICSI KETERSEDIMN ~ SEKSI KONSUMSI PANGAN SEICSI IAHAN, IRIGASI DAN SEICSI PEMBENIHAN DAN SEICSI PROOUKSI PERK1:8UNAN - PANGAN - ,.._ PERUNDUNGAN ,.._ 
PEMBIAYAAN 

SEICSI PENGANEKARAGAMAN SEKSI PRODUKSI TANAMAN SEKSI PEMBENIHAN DAN 
,__ SEICSI DITRIBUSI PANGAN - KONSUMSI PANGAN - SEICSI PUPUK, PESTISIDA DAN ,.._ PANGAN DAN HORTIKULTURA ,.._ PERUN DUNGAN 

AlSINTAN 

--·- -~· SEICSI PENGOLAHAN DAN 
PEMASARAN TANAMAN PANGAN 

SEICSI KERAWANAN - SEKSI KEAMANAN PANGAN - SEICSI PENYULUHAN ..... DAN HORTIKULTURA ..... PEMASARAN PERKEBUNAN 

- PANGAN 

UPTD I 

Dt fr ffe 

I 

BIOANG PETERHAJCAN DAN 
KESEHATAN HEWAN 

I 

SEICSI PEMBIBITAN DAN PROOUICSI -

SEKSI KESEHATAN HEWAN -
SEKSI KESMAVET, PENGOIAHAN 

- DAN PEMASARAN 



KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

I 
IIIIANO lllDNIO 

SU-DAYAMI BIIIAMAROA 

I 
I I 

SEICSI 8EKSI 88(81 SEJ<SI SEKSI PeRENCANAAN PSIBANGU!WI PeRENCANAAN -- OPERASIDAN 
6IJIIBER DAYA SUIIBERDAYAAIR PEMl!UHAAAAN TEICNISDAN .wANOAN 

AIR EVAI.UASI JSIBATAN 

STRUKTUR ORGANISASI 
DllfAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN SERUYAN 

KEPALA DINAS 

I SEKRETARIAT 

I 
I 

SUB.BAGIAN SUBBAGIAN 
PERENCANAAN DAN KEUANGAN UMUM 

-

I I 

8IDNIO DIDNIO DIDNIO JASA KOHfflUKSI CPTAKARYA TATA RUANO 

I I 
I -i 

8El<SI SEKSI 6EICSI SEICSI SEJCSI 8EKSI PENATAAN PEHG\1\JRAN DAN SEICSI 
8EKSI PENOEJIIWIDAN S8CSI PENERTl!IANTATA -TIIRAH JA8A 

PEIIIIBmAYAAN PRESERVASI BANGUIWfOAN l'EU!llNMHTATA PERENCANMNDAN PENYEHATAN PEIICIENDAUAN RUANO K0NS1RUICSI JA8A IC0NSTRUKSI JALANDAN - UNCIIWNOAN PeKGEIIIW«JAN RUAHO TATARUANCI JBIBATAN -- -PERUI/ICIMAN 

UPTD 

SEKSI 
PENGAWA!IAN 

JASA KCNSTRUKSI 
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SEKSI 
PERENCANAAN, 

PENGAWASAN DAN 
EVALUASI 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

KABUPATEN SERUYAN 

II 
KEPALA DINAS 

II 
I SEKRETARIAT 

I 
I 

KELOMPOK I I JABATAN FUNGSIONAL 

SUB.BAGIAN SUB.BAGIAN 

I I I I I I UMUM PERENCANAAN DAN 
KEUANGAN 

I I I I I I 

I I 
BIDANG BIDANG BIOANG 

PERUMAHAN KAWASAN PERMUIOMAN PERTANAHAN 

I I I 
I I I I I I I 

SEKSI 
SEKSI SEKSI PERENCANAAN SEKSI SEKSI SEKSI PENCEGAHAN DAN SEKSI PENGENDALIAN, 

PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERENCANAAN DAN MANFAATDAN PENGGUNAAN 
PEMANFAATAN 

PELAKSANAAN PENDATAAN 
PENINGKATAN PENGENOALIAN TANAH, PRASARANA 

KUAUTAS DAN UTIUTAS UMUM PENGUASAAN TANAH 

I UPTD I 

t /V 

I 

SEKSI 
PELAKSANAAN 
PRASARANA, 
SARANADAN 

UTILITAS UMUM 



KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

I I I I 
I I I I 

I 
BIDANG 

PERUHDUNGAN DAN JAMINAN 
SOSIAL 

I 
I 

KSI 8EK81 
SOSIAL 

SE 
PERUHDUNGAN 

KORBAN 
ALAM 

BENCANA 
PERLINDUNGAN 
SOS1A1. KORBAH 
BENCANASOSIAL 

I 

SEKSI 
J/WINAN 80SIAL 

KELUARGA 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL 
KABUPATEN SERUYAN 

KEPALA DINAS 

I I 
SEKRETARIAT 

I 
I 

I 

SUB. BAGL-0.N PROGRAM DAN 
DATA 

I 

I 
SUB.BAGIAN 

KETATAUSAHAAN DAN 
KEUANGAN 

I 
BIDANG BIDANG REHABIUTASI SOSIAL 

PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN 
PENANGANAN FAKIR MISKIN 

I I 
I I I I I I 

SEKSI SEKSI 
8EK81 REHABIUTASI SEl<SI 

PEMBERDAYAAN SEKSI 
SEl<SI REHABIUTASI REHABIUTASI SOSIAL TUNA IDENTIFIKASIDAN 

MASYARAKAT, KELEMBAGMN, 
80SIALANAKDAN SOSIAI. SOSIALDAN PENGUATAN 

PENYALURAN KEPAHLAWANAN, DAN 
LANJUTUSIA PENYANDANG KORBAH KAPASITAS 

BANTUAN STMULAN RESTORASI SOSIAL 
DISABIUTAS PERDAGANGAN DAHPENATMN 

ORANG LINGKUNGAN 

UPTD 
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STRUKTUR ORGANJSASI 
DIMAS PEMBBRDAYAAR MASYARAKAT DAH DESA 

KABUPATEN SERUYAH 

I KEPALA DINAS 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
I 

SUB BAGIAN UMUM 

BIDANG PEMERINTAHAN DESA 
BIDANG KELEMBAGAAN, PERKEMBANGAN 

DESA DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR 

I 

SEKSI 
SEKSI SEKSI EVALUASI 

PEMBINAAN DAN SEKSI PEMBINAAN 
PEMBERDAYAAN PERKEMBANGAN 

PENATAAN KEUANGAN DAN 
LEMBAGA DESADAN 

PEMERINTAHAN ASETDESA 
KEMASYARAKATA PELAYANAN 

DESA NDAN 
KERJASAMA DESA 

SOSIAL DASAR 

r UPTD 

KASI PEMBINAAN 
PEMBANGUNAN DESA 

SEKRETARIAT I 
I 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

BIDANG SUMBER DAYA ALAM (SDA), 
TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) DAN USAHA 

EKONOMI MASYARAKAT 

I I 
SEKSI 

SEKSI PEMBERDAYAAN 

PENGELOLAAN LEMBAGA 

SUMBERDAYA KETAHANAN 

DAYA ALAM DAN 
EKONOMI 

MAStARAr.AT DAN 
TEKNOLOGI PEMBANGUNAN 
TEPATGUNA KAWASAN 

PERDESAAN 
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BAGAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SERUYAN 

lsEKRETARIS DPRDI 

I 
l<ELOMPOK PAKAR ATJIJJ TTM AHLI 

I 
BAGIAN BAGIAN 

PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UMUM DAN KEUANGAN 
UNDANGAN 

I 
I I I I 

SUBBAG. SUBBAG KA.HAN SUBBAG. SUBBAG 
PROGRAM DAN SUBBAG. PERSIDANGAN, RISALAH FASILITASI 

I 
BAGIAN 

FASILITASI 
PENGANGGARAN DAN 

PENGAWASAN 

I 

s 
KEUANGAN UMUM PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUBLIKASI PENGANGGARAN PEN 

UBBAG 
GAWASAN 



STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

KABUPATENSERUYAN 

II 
KEPALA DINAS 

II 
I I SEKRETARIAT I I 

KELOMPOK I 
JABATAN FUNGSIONAL I I 

SUB. BAGIAN 
SUB. BAGIAN PERENCANAAN DAN 

UMUM KEUANGAN 

I 
BIDANG BIOANO 

BIDANO PERDAOANGAN KOPERASI DAN UMKM INDUSTRI 

I I 
I I I I 

SEKSI INDUSTRI 
SEKSI 

SEKSI 
SEKSI HASIL PERTANIAN 

INDUSTRI LOGAM SEKSIPERDAGANGAN SEKSI 
PEMBINAAN 

PEMBINAAN UMKM DAN KEHUTANAN MESIN DAlAM NEGERI KEMETROLOGIAN 
KOPERASI 

(IHPK) 
ELEKTRONIKA DAN 

ANEKA (ILMEA) 

~ 

l ! TELA':'! D1?E11KSA : ' I ?:"R,;t i UPTD . 
f 

fHAH O!PERIKSA: 

WAKIL BUPATI 

PARAF 

I SEI\DA 

r ASISTEN 

i Kf..'3AG 

BUPATI SERUYAN, 

y 
YULHAIDIR 


